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PERATURAN DESA PETIR
KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETIR,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

	
	
	b.
	bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Petir Tahun 2018.

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 59);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);

	
	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);

	
	
	12.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46); 

	
	
	13.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);

	
	
	14.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;

	
	
	15.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

	
	
	16.
	Peraturan Desa Petir Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2014-2019 (Berita Desa Petir Tahun 2014 Nomor 7);


Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIR

dan

KEPALA DESA PETIR,

MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018

	
	
	


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gunungkidul;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun 2018.

(2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB
I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, tujuan, serta Visi dan Misi Desa.

BAB
II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan tentang Gambaran umum dan potensi wilayah, serta Kebijakan Keuangan Desa meliputi kebijakan Pendapatan Desa, kebijakan Belanja Desa dan kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB 
III
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RKPDesa tahun lalu, serta identifikasi masalah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan prioritas pembangunan.

BAB
IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

Bab ini menguraikan tentang prioritas program pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 sesuai dengan pagu indikatif desa meliputi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.   

BAB
V
PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, catatan dan harapan Kepala Desa terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2018.
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petir.


 



LAMPIRAN 
:  PERATURAN DESA PETIR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

   RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018.
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.


Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.


Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan


Mekanisme penyusunan RKP Desa Petir Tahun 2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa  mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.

8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Dasar Hukum
RKP Desa Petir Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

C. Tujuan
Maksud dari penyusunan RKP Desa Petir adalah sebagai berikut : 

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Petir tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Petir adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Petir tahun 2017 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Petir kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018; dan
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Petir yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2018.

D. Visi dan Misi Desa

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Petir Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Petir yang tertuang dalam RPJM Desa Petir Tahun 2014-2019 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Petir, yaitu :

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Petir  ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Petir seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Petir adalah :    “ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih, untuk mewujudkan Desa Petir yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Religius”.

Visi Desa Petir mengandung makna dan di uraikan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa Petir yang baik dan bersih mengandung makna :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan pada masyarakat.

2. Adil, makmur dan Sejahtera mengandung makna :

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 

3. Religius, mengandung makna :

Masyarakat yang senantiasa mengedepankan dasar keagamaan didalam hidup bermasyarakat, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan tenang berpedoman sesuai agama yang dianut, dengan tetap menjaga solidaritas dan kerukunan baik sesama pemeluk agama, antar pemeluk agama maupun antara pemeluk agama dengan Pemerintah.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 
2) Misi

Misi  merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa Petir untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam;
3. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Desa Petir adalah salah satu desa di sebelah tenggara Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.025,537 Ha (sesuai data sensus), 995,4350 Ha (sesuai legger desa).

Wilayah Desa Petir terletak pada pada wilayah pegunungan seribu yang merupakan wilayah perbukitan dengan batu kapur dan batu cadas. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai Petani, dengan lahan pertanian berupa tegal dan lahan kering dengan sistem tadah hujan. 

1. Demografi

Desa Petir berada di wilayah Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Jarak dengan ibu kota kecamatan ± 4 km sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten ± 24 km dengan batas-batas  wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara

: Desa Pucanganom,
Kecamatan Rongkop 

b. Sebelah Selatan
: Desa Botodayaan,
Kecamatan Rongkop
c. Sebelah Timur

: Desa Pringombo,
Kecamatan Rongkop
d. Sebelah Barat

: Desa Dadapayu,
Kecamatan Semanu

Lahan di Desa Petir mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 120 hari. Bulan basah  4–6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara  6–7 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari. 

Suhu udara untuk suhu rata-rata harian  27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. 

Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, mangga, sirsat, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan tangkap serta untuk usaha budidaya  ternak (pembibitan dan penggemukan).

1.1.1. Keadaan Sosial
1.1.1.1. Kependudukan

Sampai dengan bulan Juni Tahun 2017 Desa Petir memiliki penduduk sebanyak 3.670 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.853 jiwa, penduduk perempuan 1.817 jiwa yang terbagi dalam 1.261 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Petir tersebar di wilayah Desa Petir yang terbagi dalam 13 Padukuhan, 13 Rukun Warga, dan 35 Rukun Tetangga. 

Dilihat dari mata pencaharianya, penduduk Desa Petir secara umum memiliki mata pencaharian bertani. Data Penduduk Desa Petir berdasarkan Mata Pencaharian disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Penduduk Desa Petir berdasarkan Mata Pencaharian.

	No.
	Jenis Pekerjaan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	1.
	Petani
	681
	875
	1556

	2.
	PNS
	13
	5
	18

	3.
	TNI/POLRI
	2
	0
	2

	4.
	Pensiunan
	16
	1
	17

	5.
	Pedagang
	70
	65
	135

	6.
	Buruh tani
	2
	4
	6

	7.
	Buruh
	116
	102
	218

	8.
	Wiraswasta
	235
	85
	320

	9.
	Karyawan Swasta
	256
	237
	493

	10.
	Pelajar/Mahasiswa
	259
	238
	497

	11.
	Lainnya
	203
	205
	408

	JUMLAH
	1.853
	1.817
	3.670


Tabel 2.2

Data penduduk menurut kelompok usia/umur

	No.
	Kelompok Usia
	Jumlah

(jiwa)
	Keterangan

	1.
	0 - 4 Tahun
	183
	

	2.
	5 - 9 Tahun
	214
	

	3.
	10 - 14 Tahun
	205
	

	4.
	15 - 19 Tahun
	218
	

	5.
	20 - 24 Tahun
	240
	

	6.
	25 Tahun keatas
	2.610
	

	JUMLAH
	
	


Tabel 2.3

Data penduduk menurut kelompok usia Tenaga kerja

	No.
	Usia Tenaga Kerja
	Jumlah

(jiwa)
	Keterangan

	1.
	0 – 9 Tahun 
	404
	Belum Bekerja

	2.
	10 - 14 Tahun
	221
	

	3.
	15 - 19 Tahun
	218
	

	4.
	20 - 24 Tahun
	269
	

	5.
	25 - 34 Tahun
	492
	

	6.
	35 - 49 Tahun
	900
	

	7.
	50 – 59 Tahun
	555
	

	8.
	60 Tahun keatas
	805
	

	JUMLAH
	3.670
	


Tabel 2.4

Data Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan

	NO.
	Tingkat kesejahteraan
	Jumlah

(KK)
	Keterangan

	1.
	KK Miskin/ RTM
	467
	

	2.
	Pra KS
	94
	

	3.
	KS I
	450
	

	4.
	KS II
	250
	

	JUMLAH
	1.261
	


Tabel 2.5

Data Penduduk menurut Kondisi rumah Tempat Tinggal

	No.
	Kondisi Rumah
	Jumlah

(KK)
	Keterangan

	1.
	Rumah Permanen
	833
	

	2.
	Rumah semi Permanen
	315
	

	3.
	Rumah dinding kayu
	89
	

	4.
	Rumah dinding bambu
	24
	

	JUMLAH
	1.261
	


Tabel 2.6

Data penduduk menurut penyebaran ditingkat Padukuhan

	No.
	Padukuhan
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	
	

	1.
	Petir A
	55
	53
	108
	

	2.
	Petir B
	145
	123
	268
	

	3.
	Petir C
	41
	58
	99
	

	4.
	Ngelo
	136
	147
	283
	

	5.
	Ploso
	175
	181
	356
	

	6.
	Ngurak urak
	202
	179
	381
	

	7.
	Watumengkurep
	125
	120
	245
	

	8.
	Dadapan
	238
	230
	468
	

	9.
	Weru
	262
	234
	496
	

	10.
	Siyono A
	84
	87
	171
	

	11.
	Siyono B
	136
	162
	298
	

	12.
	Siyono C
	79
	77
	156
	

	13.
	Dagangmati
	175
	166
	341
	

	JUMLAH
	1.853
	1.817
	3.670
	


1.1.1.2. Kesehatan

Peran posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya membuahkan hasil yang semakin menggembirakan. Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat antara lain :

Angka kematian bayi menurun, Balita gizi buruk menurun, angka kecukupan gizi masyarakat meningkat dan lain-lain.
Masyarakat desa Petir telah mencanangkan Desa STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan), dan Kawasan Bebas Asap Rokok.

1.1.1.3. Budaya

Di Desa Petir masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang diantaranya : bersih desa (rasulan),  kenduren,  kirim duwo/do’a bersama masa tanam dan pasca panen, gumbrek, sadranan, dan sebagainya. 

Selain itu juga terdapat budaya yang masih dilestarikan dalam tradisi menyambut kelahiran anak (Tingkeban/mitoni, selapanan, puputan, brokohan, dan lain-laion), dalam rangka prosesi perkawinan anak (Lamaran, sesenan, Midodareni, resepsi, dan lain-lain), serta tradisi dalam memperingati kematian keluarga (surtanah, pitung dino, patang puluhan, nyatus, mendhak pisan, mendhak pindho, nyewu).

Berbagai kesenian berupa permainan tradisional juga masih ada, seperti Dhakon, gobag sodor, sepak sekong, Egrang, Ngundho layangan, manjer kitiran, gangsingan, dan lain-lain.

Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Desa Petir secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Jenis Kelompok Seni Tradisional Desa Petir

	No.
	Jenis kelompok
	Jumlah Kelompok
	Keterangan

	1.
	Seni terbang
	2
	

	2.
	Seni reog
	4
	

	3.
	Seni kethoprak
	2
	

	4.
	Seni karawitan
	8
	

	5.
	Campursari
	2
	

	6.
	Thoklik/Thek-thek
	13
	

	7.
	Rinding
	1
	

	8.
	Wayang orang
	1
	

	9.
	Seni Hadroh
	1
	

	10.
	Seni Jathilan
	2
	


1.1.1.4. Agama

Penduduk Desa Petir mayoritas memeluk agama Islam. Berikut Data Penduduk berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dianut :

Tabel.2.8. 

Data Penduduk Desa Petir berdasarkan Agama

	No.
	Agama
	Jumlah Penduduk
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Islam
	1.734
	1.710
	3.444

	2.
	Kristen
	96
	82
	178

	3.
	Katholik
	23
	25
	48

	4.
	Hindu
	0
	0
	0

	5.
	Budha
	0
	0
	0

	6.
	Konghucu
	0
	0
	0

	7.
	Kepercayaan
	0
	0
	0


1.1.2. Keadaan Ekonomi

1.1.2.1. Sumber Daya Alam dan Sektor Penunjang 

Pertumbuhan ekonomi di Desa Petir masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan rakyat, peternakan, dan kelautan). Sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, dan lain-lain diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Desa Petir. 

Potensi sumber daya alam dan industri kecil menengan yang ada di Desa Petir, antara lain :

1. Pemanfaatan Lahan di Desa Petir disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.9

Pemanfaatan Lahan di Desa Petir

	No.
	Jenis Lahan
	Luas

(m²)
	Keterangan

	1.
	Tegal
	3.250.000
	

	2.
	Pemukiman
	425.000
	

	3.
	Pekarangan
	876.640
	

	4.
	Jalan
	458.151
	

	5.
	Pekuburan
	10.350
	

	6.
	Perkantoran
	2.000
	

	7.
	Hutan/lainnya
	5.233.229
	

	JUMLAH
	1.025.537
	


2. Flora dan fauna Desa Petir

a. Jenis flora  yang cocok dan berkembang di Desa Petir meliputi :

	1.  Tanaman bunga
	:
	Melati, Anggerek, Mawar, Kenanga, Bougenville, Aster, dan lain-lain.

	2. Tanaman Pertanian
	:
	Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang- kacangan, Kedelai, dan macam-macam polo kependem.

	3. Tanaman perkebunan
	:
	Jarak Pagar, Srikaya, Mangga, Pisang, So, Pete, Kluwih, Nangka, mete.

	4. Tanaman Hutan Rakyat
	:
	Jati, Mahoni, Sengon, Akasia, sono, cendana, bambu.

	5. Tanaman empon-empon
	:
	Jahe, kunyit, temu ireng, temu lawak, kencur, mberut, dan lain-lain.


b. Jenis fauna

	1. Jenis Unggas                   
	:
	Ayam, itik, bebek, angsa, burung perkutut, burung derkuku, emprit, kepodang, kelelawar, sriti dan lain-lain.

	2. Jenis Hewan Liar, Reptile
	:
	Kera ekor panjang, musang, ayam hutan, luwak, rase, dll.

	3. Jenis Hewan Piaraan       
	:
	Kambing, Sapi, Ayam, kelinci, kucing, anjing, dan lain-lain.

	4. Jenis Ikan
	:
	Nila, lele, tawes, tombro, dan lain-lain.


3. Industri Kerajinan rumah tangga

Industri Kerajinan rumah tangga yang ada di Desa Petir, adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel.2.10.  sebagai berikut :

Tabel.2.10. 

Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Desa Petir

	No.
	Jenis Industri
	Kelompok
	Keterangan

	1.
	Kerajinan Bambu/kerajinan
	1
	

	2.
	Kerajinan Topeng
	1
	

	3.
	Kerajinan Meubelair
	9
	

	4.
	Kerajinan Tas
	5
	

	5.
	Penjahit/konveksi
	6
	

	6.
	Industri Tempe
	3
	

	7.
	Kripik pisang
	5
	

	8.
	Kripik ketela
	5
	

	9.
	Industri peyek
	3
	

	10.
	Industri Jenang
	2
	

	11.
	Industri Roti
	2
	


Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Petir masih cenderung lambat, hal demikian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.

2. Pola tanam masyarakat masih menggunakan cara tradisional

3. Minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat

4. Minimnya lapangan kerja

1.1.4.2. Sarana dan Prasarana Desa 

1.1.4.2.1. Sarana dan prasarana Pemerintah Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, Desa Petir memiliki fasilitas penunjang yaitu : Ruang Sekretariat Desa, Balai desa, ruang pelayanan  masyarakat satu pintu, kantor/ruang kerja BPD, ruang LPMD, Ruang PKK,  mushola dan inventaris desa lainnya. 

Masing-masing padukuhan di Desa Petir telah memiliki balai padukuhan dan barang inventarisnya. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada belum seluruhnya memadai, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan secara berkelanjutan.

1.1.4.2.2. Sarana dan prasarana transportasi

Secara umum wilayah Desa Petir telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar desa maupun antar padukuhan. Namun demikian mengingat kemampuan pendapatan Desa Petir yang terbatas, berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan           yang ada. Mengingat prasarna jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan serta pengerasan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu dukungan dari berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah. Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Petir adalah kendaraan roda dua (sepeda motor), sedangkan kendaraan roda empat jumlahnya masih terbatas.

1.1.4.2.3. Sarana dan prasarana kesehatan

Di Desa Petir dalam rangka mewujudkan taraf hidup sehat bagi masyarakat, terdapat 1 puskesmas pembantu, dan 1 buah Polindes, dan 13 buah Posyandu di tiap padukuhan.

1.1.4.2.4. Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, di Desa Petir memiliki fasilitas pendidikan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel.2.11. 

fasilitas pendidikan Di Desa Petir

	No.
	Nama sekolah
	Jumlah

(unit)
	Keterangan

	1.
	SMP
	1 
	

	2.
	SD  
	3
	

	3.
	TK 
	3
	

	4.
	PAUD
	4
	

	JUMLAH
	11
	


1.1.4.2.5.  Sarana peribadatan

Desa Petir mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Prasarana dan sarana peribadatan yang ada di Desa Petir, berupa masjid 14 buah, Mushola 2 buah, Gereja 2 buah, dan Kapel 1 buah.

B. Kebijakan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa

	Tabel 2.1

	PENDAPATAN DESA PETIR

	TAHUN 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kode Rekening
	Uraian
	Tahun
	Ket.

	
	
	Berjalan                                      (n/2017)
	Proyeksi                                  (n+1/2018)
	

	1
	 
	 
	 
	PENDAPATAN DESA
	1.669.880.800
	1.730.130.800
	 

	1
	1
	 
	 
	Pendapatan Asli Desa
	3.100.000
	3.100.000
	 

	1
	1
	1
	 
	Hasil Usaha Desa
	3.100.000
	3.100.000
	 

	
	
	
	
	1. Bagian laba bersih BUMDesa
	1.700.000
	1.700.000
	

	
	
	
	
	2. Pendapatan Bunga
	1.400.000
	1.400.000
	

	1
	1
	2
	 
	Hasil Pengelolaan Aset Desa
	- 
	- 
	 

	1
	1
	3
	 
	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
	- 
	- 
	 

	1
	1
	4
	 
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
	-
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	 
	 
	Pendapatan Transfer
	1.623.540.800
	1.623.540.800
	 

	1
	2
	1
	 
	Dana Desa (DDS)
	885.591.700
	885.591.700
	 

	1
	2
	2
	 
	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
	44.257.500
	44.257.500
	 

	1
	2
	3
	 
	Alokasi Dana Desa (ADD)
	693.691.600
	693.691.600
	 

	1
	2
	4
	 
	Bantuan Keuangan
	 -                                         
	 -                                         
	 

	1
	2
	4
	1
	Bantuan Keuangan APBD Provinsi
	 -                                         
	 -                                         
	 

	1
	2
	4
	2
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
	 -                                         
	 -                                         
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	 
	 
	Pendapatan Lain-lain
	     43.240.000 
	    103.490.000 
	 

	1
	3
	1
	 
	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
	        16.000.000 
	       16.000.000 
	 

	1
	3
	1
	1 
	Hibah
	        16.000.000 
	       16.000.000 
	

	1
	3
	1
	 2
	Sumbangan Pihak Ketiga
	-
	250.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	2
	 
	Lain-lain Pendapatan desa yang sah
	        27.240.000 
	      87.240.000 
	 

	1
	3
	2
	1 
	Hasil Pengelolaan tanah kas desa
	      23.500.000 
	     23.500.000 
	

	1
	3
	2
	 2
	Hadiah desa lunas PBB
	3.740.000
	3.740.000
	

	1
	3
	2
	3
	Hasil Pengelolaan Kayu Hutan Milik Desa
	-
	60.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	PEMBIAYAAN DESA
	-
	90.000.000
	

	3
	1
	
	
	Penerimaan Pembiayaan Desa
	-
	90.000.000
	

	3
	1
	1
	
	Pencairan Dana Cadangan
	-
	90.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kebijakan Belanja Desa

	Tabel 2.2

	BELANJA DESA PETIR

	TAHUN 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kode Rekening
	Uraian
	Tahun
	Ket.

	
	
	Berjalan                                      (2017)
	Proyeksi                                  (2018)
	

	2
	 
	
	BELANJA DESA
	1.641.505.114
	1.820.130.800
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	1
	
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	588.786.014
	771.752.874
	 

	2
	1
	1
	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
	389.974.000
	419.275.560
	 

	2
	1
	2
	Tunjangan dan Operasional BPD
	23.615.000
	23.615.000
	 

	2
	1
	3
	Operasional Pemerintah Desa
	22.700.200
	26.303.500
	 

	2
	1
	4
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	1.575.000
	1.575.000
	 

	2
	1
	7
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.600.000
	465.000
	 

	2
	1
	11
	Pengadaan Peralatan Kerja
	4.600.000
	7.750.000
	 

	2
	1
	12
	Pengadaan Mebeuler
	1.500.000
	4.650.000
	 

	2
	1
	13
	Pembangunan Gedung Sekretariat Karangtaruna Desa Petir
	-
	33.197.000
	

	2
	1
	14
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	7.575.000
	3.600.000
	 

	2
	1
	15
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
	2.100.000
	2.100.000
	 

	2
	1
	16
	Rehabilitasi Tempat Ibadah Kantor Desa
	-
	2.500.000
	

	2
	1
	18
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Desa
	2.000.000
	-
	 

	2
	1
	19
	Rehabilitasi Sedang/Berat Balai Desa
	-
	150.000.000
	

	2
	1
	22
	Operasional RT dan RW
	14.400.000
	21.600.000
	 

	2
	1
	23
	Operasional PKK
	5.000.000
	5.000.000
	 

	2
	1
	24
	Operasional LPMD
	6.000.000
	6.000.000
	 

	2
	1
	25
	Operasional Karangtaruna
	2.300.000
	2.300.000
	 

	2
	1
	26
	Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas
	3.750.000
	-
	 

	2
	1
	28
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	540.000
	540.000
	 

	2
	1
	29
	Penyusunan Monografi Desa
	1.300.000
	1.300.000
	 

	2
	1
	31
	Pendataan Profil Penduduk Desa
	2.000.000
	2.000.000
	 

	2
	1
	32
	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)
	4.575.000
	4.575.000
	 

	2
	1
	34
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
	2.200.000
	2.200.000
	 

	2
	1
	36
	Perubahan RKPDesa
	1.920.000
	-
	 

	2
	1
	38
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
	2.600.000
	2.600.000
	 

	2
	1
	39
	Penyelenggaraan Musrenbang Desa
	2.950.000
	2.950.000
	 

	2
	1
	40
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
	2.745.000
	2.745.000
	 

	2
	1
	41
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
	2.745.000
	2.745.000
	 

	2
	1
	42
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran
	8.000.000
	9.200.000
	 

	2
	1
	43
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
	2.745.000
	2.745.000
	 

	2
	1
	44
	Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa
	3.000.000
	3.000.000
	 

	2
	1
	45
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa
	2.080.000
	2.080.000
	 

	2
	1
	47
	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB
	7.621.814
	7.821.814
	 

	2
	1
	48
	Peningkatan Pelayanan Satu Pintu/Terpadu
	-
	2.000.000
	 

	2
	1
	53
	Pengisian Perangkat Desa
	37.000.000
	-
	 

	2
	1
	60
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Secara Massal
	7.300.000
	7.300.000
	 

	2
	1
	62
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
	1.700.000
	1.700.000
	 

	2
	1
	63
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
	1.850.000
	1.850.000
	 

	2
	1
	64
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Desa
	3.500.000
	570.000
	 

	2
	1
	68
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
	1.725.000
	.-
	 

	2
	1
	69
	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa
	-
	1.900.000
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	2
	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	664.666.700
	502.855.700
	 

	2
	2
	1
	Pembangunan Gedung PAUD, MCK Paud, dan Halaman PAUD
	-
	187.887.000
	

	2
	2
	3
	Pengadaan mebeleur sekolah
	5.400.000
	-
	 

	2
	2
	5
	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar
	8.000.000
	-
	 

	2
	2
	11
	Pengelolaan Perpustakaan Desa
	3.300.000
	6.300.000
	 

	2
	2
	21
	Pembangunan Jalan Desa
	-
	103.255.000
	 

	2
	2
	21
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa
	309.858.400
	133.763.700
	 

	2
	2
	22
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	47.333.300
	-
	 

	2
	2
	48
	Pembangunan Kios Desa
	150.000.000
	-
	 

	2
	2
	49
	Pembangunan Jalan Usaha Tani
	100.000.000
	35.300.000
	 

	2
	2
	63
	Penyuluhan Tentang Pemberantasan Penyakit Menular
	1.500.000
	1.145.000
	 

	2
	2
	68
	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
	28.600.000
	23.055.000
	 

	2
	2
	69
	Pengembangan Desa Siaga
	2.675.000
	3.100.000
	 

	2
	2
	71
	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD
	8.000.000
	9.050.000
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	3
	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	84.862.400
	101.626.226
	 

	2
	3
	1
	Pembinaan RT dan RW
	2.230.000
	2.230.000
	 

	2
	3
	2
	Pembinaan PKK
	1.800.000
	1.800.000
	 

	2
	3
	4
	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
	7.550.000
	6.550.000
	 

	2
	3
	5
	Pembinaan Satuan Perlindungan masyarakat (Linmas)
	4.855.000
	4.860.000
	 

	2
	3
	8
	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
	2.550.000
	4.123.726
	 

	2
	3
	13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
	2.000.000
	-
	 

	2
	3
	14
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
	3.675.000
	7.300.000
	 

	2
	3
	21
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
	3.000.000
	-
	 

	2
	3
	22
	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa)
	3.975.000
	3.975.000
	 

	2
	3
	23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
	16.000.000
	16.000.000
	 

	2
	3
	27
	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah
	9.750.000
	9.737.500
	 

	2
	3
	28
	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
	8.000.000
	32.275.000
	 

	2
	3
	29
	Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah
	14.477.400
	7.650.000
	 

	2
	3
	31
	Pemberian Stimulan Kegiatan keagamaan
	5.000.000
	5.125.000
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	4
	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	302.090.000
	443.896.000
	 

	2
	4
	7
	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-Royong
	5.000.000
	5.345.000
	 

	2
	4
	8
	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
	5.400.000
	5.200.000
	 

	2
	4
	10
	Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan
	130.000.000
	132.967.000
	 

	2
	4
	12
	Pelatihan Kelompok Perampuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif
	5.200.000
	-
	

	2
	4
	36
	Pemberian bantuan/Stimulan Jamban Sehat
	65.000.000
	67.922.000
	

	2
	4
	37
	Pemberian Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	70.000.000
	202.992.000
	

	2
	4
	43
	Pembinaan Kader Kesehatan (KB)
	16.140.000
	23.055.000
	

	2
	4
	44
	Pemberdayaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
	3.000.000
	-
	

	2
	4
	45
	Pembinaan Kelompok-kelompok Bina Keluarga
	-
	4.100.000
	

	2
	4
	52
	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak
	2.350.000
	2.315.000
	

	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	5
	
	Belanja Tidak Terduga
	1.100.000
	-
	 

	2
	5
	1
	Kegiatan penanggulangan bencana alam
	1.100.000
	-
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


3. Kebijakan Pembiayaan Desa

	Tabel 2.3

	PEMBIAYAAN DESA PETIR

	TAHUN 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kode Rekening
	Uraian
	Tahun
	Ket.

	
	
	Berjalan                                      (2017)
	Proyeksi                                  (2018)
	

	3
	 
	 
	 
	 
	PEMBIAYAAN DESA
	       1,624,314 
	90.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1
	 
	 
	 
	Penerimaan Pembiayaan  
	    31,624,314 
	120.000.000
	 

	3
	1
	1
	 
	 
	SiLPA tahun sebelumnya
	       31,624,314 
	30.000.000
	 

	3
	1
	2
	 
	 
	Pencairan Dana Cadangan
	- 
	90.000.000 
	 

	3
	1
	3
	 
	 
	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
	- 
	- 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	 
	 
	 
	Pengeluaran Pembiayaan
	    30,000,000 
	30.000.000
	 

	3
	2
	1
	 
	 
	Pembentukan Dana Cadangan
	       30,000,000 
	30.000.000 
	 

	3
	2
	2
	 
	 
	Penyertaaan Modal Desa
	 -
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BAB III
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
Program/Kegiatan Pembangunan tahun 2017 dilaksanakan secara maksimal yaitu dari Program Pengembangan PAUD,  Program  Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program pembangunan infrastruktur dasar desa, Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perekonomian Desa dan Program Pengarusutamaan Gender  serta Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.


Evaluasi hasil pembangunan tahun 2017 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam Peraturan Desa Petir Nomor 6 Tahun 2016 tentang RKP Desa Petir Tahun 2017 dan implementasi dalam Peraturan Desa Petir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 serta analisa terhadap kesesuian Usulan RKP Desa Petir Tahun 2018 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2019.
Evaluasi program/kegiatan pembangunan tahun 2017 sampai dengan akhir triwulan ke-2 dirinci pada table 3.1
BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. 
Rumusan Prioritas Program Pembangunan Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Petir yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. (Jika ada).


Program Pemerintah Desa Petir direncanakan dalam 4 (empat) bidang yaitu :

1. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. bidang Pembinaaan Kemasyarakatan Desa; dan

4. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diaajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.
BAB V
PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.


Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

                                                                                                       Petir, 25 September 2017 
                                                                                                       Kepala Desa Petir
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